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ABSTRAK

MEKANISME PENGENAAN PAJAK PENGHASILANPASAL 23 ATAS JASA
INTERNET PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI
BANTEN

Oleh : Rangga Fadilat Abdullah

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan
penghasilan dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain
yang telah dipotong PPh 21. PPh 23 harus dipotong atau dipungut oleh pemberi
penghasilan. Adapun pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 yang melakukan
pembayaran atas jasa, antara lain : Badan Pemerintah, Subjek Dalam Negeri,
Penyelenggara Kegiatan, dan Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya.
Dapat dikatakan bahwa yang dipotong PPh 23 adalah Wajib Pajak Dalam
Negeri, Badan Usaha, maupun Orang Pribadi. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui mengenai proses pelaksanaan pemungutan dan pelaksanaan
perhitungan PPh 23. Penelitian ini berbentuk deksriptif yaitu dengan
mengumpulkan, merumuskan, mengklasifikasikan dan menginterprestasikan
data sehingga memberikan pemecahan terhadap suatu masalah. Jenis data yang
digunakan berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh langsung
melalui teknik wawancara kepada pihak-pihak yang terkait mengenai PPh 23
di perusahaan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan
pemungutan dan perhitungan PPh 23 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Banten sudah berjalan dengan baik.

Kata Kunci : PPh 23, Pemungutan PPh 23, Perhitungan PPh 23.
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ABSTRACT

MECHANISM FOR IMPOSITION OF INCOME TAX ARTICLE 23 ON
INTERNET SERVICES OFFICE OF EDUCATION AND CULTURE OF
BANTEN PROVINCE

By: Rangga Fadilat Abdullah

Income Tax (PPh) Article 23 is income tax on income originating from capital,
providing services, or carrying out activities other than those deducted by PPh 21.
PPh 23 must be withheld or collected by the income provider. Article 23 Income
Tax Withholders who make payments for services include: Government Agencies,
Domestic Subjects, Activity Organizers, and Representatives of Other Companies
Abroad. It can be said that those who are deducted from PPh 23 are Domestic
Taxpayers, Business Entities and Individuals. The aim of this research is to find out
about the process of collecting and calculating PPh 23. This research is descriptive,
namely by collecting, formulating, classifying and interpreting data so that it can
provide a solution to a problem. The types of data used are primary data and
secondary data obtained directly through interview techniques with related parties
regarding PPh 23 in the company. The results of the research show that the
implementation of collecting and calculating PPh 23 at the Banten Province

Education and Culture Office has gone well.

Keywords: PPh 23, Collection of PPh 23, Calculation of PPh 23.
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BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber bagi negara untuk melakukan
pembangunan. Dengan membayar pajak diharapkan dana tersebut bisa
digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya untuk para
pejabat atau petinggi lainnya. Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban
untuk warga negara. Membayar pajak bahkan diatur dalam Undang-Undang
Dasar 1945 Pasal 23 A yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat
memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”. Menurut
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pajak adalah Kontribusi wajib kepada
negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secaralangsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan
merupakan Pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perorangan dan
badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama
satutahun pajak. Pajak Penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada
penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang
telah dipotong PPh Pasal 21. Dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-
Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pihak pertama yaitu
pihak yang menerima penghasilan atau pemberi jasa akan dikenakan
pemotongan Pajak Penghasilan Pasal pasal 23. Pihak kedua yaitu pihak yang
memberi penghasilan atau penerima jasa akan memotong, menyetorkan dan
melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Sistem
pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 menggunakan Self Assesment System.
Sistem pemungutan memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan
sendiri jumlah pajak yang terutang.

Bendaharawan pemerintah merupakan salah satu dari pemotong atau

pemungut pajak yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memotong,



menyetorkan dan melaporkan dari setiap transaksi atas Jasa Internet.
Pembayaran Jasa Internet yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah
termasuk dalam pengeluaran atau belanja negara.

Ada banyak sekali jenis belanja bendahara pemerintah misalnya tergolong
dalam belanja barang, jasa maupun modal. Dalam setiap transaksi belanjanya,
bendahara pemerintah diharuskan untuk melakukan pemotongan atau
pemungutanpajak dari rekanan penyedia atau lawan transaksi. Salah satunya
Pajak Penghasilan Pasal 23 atas belanja jasa yaitu Jasa Internet. Pada dasarnya
pelaksanaan pemotongan atau pemungutan oleh bendahara pemerintah justru
dapat mempermudah wajib pajak yaitu rekanan penyedia atau lawan transaksi
karena pajaknya sudah disetorkan oleh bendahara pemerintah ke kas negara. Pihak
rekanan penyedia atau lawan transaksi tidak perlu untuk memotong lagi dan
menyetor sendiri, sehingga lebih efisien dan efektif.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Staf Pajak, bahwa pemotongan,
penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet telah
dilaksanakan, namun untuk pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet
mengalami menjadi penerapan SPT Masa Pajak Penghasilan Unifikasi.
Karena pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet sebelumnya
menggunakan SPT Masa PPh 23. Penulis ingin mengetahui bagaimana
perbandingan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet dengan
penggunaan SPT Masa PPh 23 dan SPT Masa Unifikasi.

Menurut PMK No. 141/PMK.03/2015 terdapat 62 jenis jasa lainnya yang
sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan Jasa Internet termasuk kedalam jenis
jasa lainnya tersebut. Peraturan Menteri Keuangan tersebut menegaskan bahwa Jasa
Internet termasuk ke dalam Jasa lain yang dikenakan pajak penghasilan Pasal
23. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk
membahasnya kedalam penulisan dengan judul: “Mekanisme Pengenaan
Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Internet Pada Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Banten”



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis mengambil
rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Alur Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 atas Jasa Internet
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten?
2. Bagaimana Perhitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas
Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten?
3. Bagaimana Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten?
C. Tujuan Masalah
Dengan mengacu pada perumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini
adalah sebagai berikut :
1. Untuk dapat mengetahui Alur Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 atas
Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
2. Untuk dapat mengetahui Perhitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan
Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Banten
3. Untuk dapat mengetahui Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa
Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
D. Manfaat Penulisan
Manfaat penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Laporan tugas akhir ini dapat mengambarkan tentang penerapan:
a) Bagi Penulis
Dapat membantu penulis memperdalam ilmu perpajakan terutama mengenai
topik yang diangkat dalam laporan tugas akhir ini yang sudah diajarkanselama
masa perkuliahan, serta menerapkan teori yang sudah dipelajari dunia kerja.
b) Bagi Pembaca
Diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca tentang Mekanisme Pengenaan Pajak

Penghasilan Pasal 23 dan dapat menambah pengetahuan.



2. Manfaat Praktik

Manfaat praktik dari laporan tugas akhir ini antara lain, sebagai berikut:

a) Bagi Mahasiswa
Diharapkan menjadi tambahan pengetahuan mahasiswa untuk berbagi
pengalamannya kepada perguruan tinggi yang telah diperoleh saat praktik
sesungguhnya.

b) Bagi llmu Pengetahuan
Dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan baru mengenai Mekanisme
Pengenaan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 khususnya dalam aspek perpajakan
yang ada di Kedinasan.

c) Bagi Penulis

1. Penulis diharapkan mampu mengaplikasikan dalam dunia usaha, sesuai
dengan masalah yang diangkat dalam laporan tugas akhir ini.

2. Penulis dapat mengetahui sampai sejauh mana pengaplikasian ilmu
perpajakan, sehingga penulis dapat mempersiapkan diri dalam
menghadapi duniaperekonomian ysang berkembang pesat.

3. Penulis dapat mengetahui tentang mekanisme pengenaan Pajak
Penghasilan Pasal 23 yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Banten.

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang perpajakan di

Indonesia, khususnya mengenai pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas

Jasa Internet.
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